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A. Latar Belakang Masalah  
Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk Negara. Setiap uang 
pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan Negara dari 
sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat 
maupun Daerah demi kesejahteraan masyarakat. 
Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk 
kepentingan pribadi. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber dana 
pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti 
membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan, pendidikan dan 
kegiatan produktif lainnya. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 8 Tahun 
2007. Pasal 1 ayat 1 pengertian pajak merupakan kontribusi wajib kepada 
Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Ada beberapa fungsi pajak bagi Negara dan masyarakat, 
yang pertama Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) yang merupakan sumber 
pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari 
wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau 





Dengan demikian, fungsi pajak menjadi sumber pendapatan Negara 
yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan 
pendapatan Negara, yang kedua Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) yang 
merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam 
lapangan sosial dan ekonomi. Fugsi mengatur tersebut antara lain : pajak dapat 
digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat 
untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang, pajak juga 
dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari 
dalam Negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak bisa 
menjadi pajak yang mengatur dan menarik investasi modal yang membantu 
perekonomian agar semakin produktif. 
Jenis pajak berdasarkan instasi pemungutan dapat digolongkan menjadi 
2 jenis, yaitu : pajak Negara dan pajak daerah. Pajak Negara (pusat) merupakan 
pajak yang dipungut Pemerintah Pusat melalui instasi terkait, yakni DJP. 
Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan PBB (Perkebunan, 
Perhutanan, dan Perkotaan). Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang 
dipungut Pemerintah Daerah dan terbatas hanya pada Pemerintah Daerah dan 
terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik dipungut Pemda Tingkat II 
maupun Pemda Tingkat I. contohnya : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak 
Restoran BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan), PBB (Pajak 





Indonesia pun termasuk Negara yang memiliki tingkat perkembangan 
bermotor yang sangat pesat. Perkembangan kendaraan tentu dimanfaatkan oleh 
Pemerintah Indonesia untuk menarik pajak kepada pemilik atau pengusaha 
kendaraan tersebut, demi meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah di 
Indonesia yang sangat berpengaruh kepada APBD (Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah). Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan 
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan perorangan atau 
badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Yang perlu 
diperhatikan dari pajak ini adalah bahwa perhitungan Dasar Pengenaan 
Pajaknya (DPP) sering kali berubah setiap tahunnya. Perubahan dasar 
pengenaan pajak ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan 
pertimbangan dari Menteri Keuangan. Akibat dari nilai yang berubah-ubah ini 
menimbulkan ketidakpastian jumlah pajak yang harus dibayar bagi 
pembayaran pajak. 
Dengan melaksanaan aturan ini maka tidak akan ada kesempatan bagi 
konsumen untuk mencari celah untuk berbuat curang, dan Pemerintah pun 
menerapkan adanya Pajak Progresif pada kendaraan bermotor yang bertujuan 
untuk menekan jumlah kendaraan, kebijakan ini dapat meningkatkan 
pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota-kota besar. Dengan 
tercapainya pengurangan penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar 
akan mampu mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dijalan raya. Pajak 
Progresif sendiri merupakan tarif pemungutan pajak sesuai dengan jumlah atau 





sederhana, ketika satu set jumlahnya bertambah maka akan dikenakan pajak 
progresif. Oleh karena itu, jika sudah memiliki kendaraan bermotor satu 
kemudian membeli kendaraan bermotor kedua dengan menggunakan identitas 
yang sama maka akan dikenakan pajak progresif. Ada juga sistem pemblokiran 
STNK untuk menghindari terkenanya Pajak Progresif, sistem ini dibagi 
menjadi beberapa bagian. Bisa Karena kendaraan dijual, bisa juga karena 
kendaraan hilang. 
Kenyataannya, sebagian besar warga Indonesia belum mengerti 
sepenuhnya tentang penerapan sistem pemblokiran pada STNK. Hal ini dapat 
menimbulkan timbulnya pajak progresif pada kendaraan. Walaupun 
sebenarnya kendaraan tersebut telah berpindah tangan atau dijual dan bisa juga 
karena hilangnya kendaraan. Hal yang sering sekali terjadi pada masyarakat, 
yaitu ketika pemilik kendaraan pertama telah menjual kendaraan bermotornya 
kepada pihak kedua, namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik 
pertama karena tidak melakukan balik nama atau memblokir STNK. Dengan 
terdatanya satu nama yang mengatasnamakan beberapa kendaraan bermotor 
walaupun kendaraannya sudah berpindah tangan, semestinya dikenai pajak 
progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasai lagi. 
Peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan serta pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah 
akan semakin meningkat, peningkatan peranan ini dilandasi dengan 
kemampuan daerah untuk mengelola secara optimal daerahnya sendiri 





Salah satu sumber dana pajak yang dimaksud adalah pajak kendaraan 
bermotor. Pajak kendaraan bermotor dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi 
penelitian kebijakan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Meskipun penerimaan pajak yang relatif kecil namun pajak kendaraan 
bermotor merupakan sumber penerimaan yang potensial bagi daerah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber 
dari hasil Pajak Daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, 
yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 
pendapatan dalam pelaksanaan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. 
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan 
suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat 
pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam 
pelayanan satu kantor SAMSAT yang merupakan sumber dari kerjasama 
secara terpadu antara polri, Dinas Pendapatan Daerah dan PT Jasa Raharja 
(persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
(STNK) dan Tanda Nomor Kendaran Bermotor (TNKB) yang dikaitkan 
dengan pemasukan ke kas Negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan sumbangan 





Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kota Tegal merupakan 
sarana bertugas melayani administrasi dibidang lalu lintas, seperti pelayanan 
memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan, Bea Balik Nama, dan 
pembokiran pada STNK. 
Berdasarkan uraian di atas ini, penulis memilih judul untuk mengetahui 
pelaksanaan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), cara 
mengatasi jika STNK sudah terblokir, maka penulis tertarik untuk membuat 
Tugas Akhir dengan judul  “Implementasi Pemblokiran Surat Tanda 
Nomor Kendaraan  Pada Kendaraan Yang Telah Dijual atau Berpindah 
Tangan Pada Kantor UPPD SAMSAT Kota Tegal”. 
B. Ruang Lingkup Pembahasan 
1. Pelaksanaan pemblokiran STNK yang telah dijual atau berpindah tangan ? 
2. Cara mengatasi  STNK yang sudah diblokir dan bagaimana tatacaranya ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan  
1. Tujuan dari penulisan  
Tujuan dari penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemblokiran STNK (Surat 
Tanda Nomor Kendaraan)  yang telah dijual atau berpindah tangan  
b. Untuk mengetahui cara mengatasi STNK yang diblokir pada STNK dan 







2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Penulis 
Untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan tentang 
implementasi pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang 
telah dijual atau berpindah tangan pada kantor UPPD SAMSAT Kota 
Tegal. 
b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal 
Untuk menambah dan memperkaya bacaan di perpustakaan sehingga 
dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengetahui tentang Pajak 
Kendaraan Bermotor, serta bermanfaat bagi pengajar dan mahasiswa 
Universitas Pancasakti Tegal. 
c. Bagi UPPD SAMSAT Kota Tegal 
Sebagai bahan masukan atau acuan sumber bacaan dan semoga dapat 
memotivasi pegawai UPPD SAMSAT untuk meningkatkan manfaat 
Pajak Kendaraan Bermotor. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam menyusun Laporan Kuliah Kerja Praktek ini 
adalah : 
1. Metode Interview 
Pencarian data yang dilakukan dengan wawancara dan tanya jawab 
secara langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk mengetahui tentang 






2. Metode Observasi 
Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati langsung terhadap objek 
yang menjadi bahan dalam penulisan. 
3. Metode Studi Pustaka 








GAMBARAN UMUM INSTASI / PERUSAHAAN 
A. Sejarah UPPD SAMSAT Kota Tegal 
Berawal dari terbitnya kebijaksanaan desentralisasi merupakan 
landasan normotif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintah di daerah, 
termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan 
kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur 
organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada 
gilirnya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintah didaerah. 
Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis dari 
perubahan mendasar sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana digariskan 
dalam kebijakan desentralisasi. 
Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, 
dasar penataan kelembagaan adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah yang didalamnya 
mengatur mengenai jumlah dinas, badan dan lembaga teknis serta sub-sub 
struktur yang menjadi bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang 
bersangkutan. Namun, bila hanya berpatokan pada ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, melalui perhitungan secara skoring dalam 





Secara yuridis formal, penataan kelembagaan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut membawa 
konsekuensi logis bagi perubahan sistem Pemerintah di daerah yang 
mendasar. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Provinsi, termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang tidak lagi bersifat Hirarki yang berjenjang, tetapi setiap 
Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Daerah Otonom. Begitu pula 
dalam distribusi dan alokasi kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota mengalami pergeseran dan perubahan. Peraturan 
perundang-undangan inti yang secara langsung mengatur mengenai organisasi 
perangkat daerah terdiri atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007), Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang 
Penunjuk Teknis, Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 
Berdiri lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, 
pada mulanya adalah bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dengan 
tugas melakukan pemungutan, penghimpunan serta pengelolaan dibidang 
pendapatan daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah dan 





Dasar pembentukan/berdirinya DIPENDA adalah keputusan Gubernur 
Jawa Tengah Tanggal 5 Juli 1967 dengan Nomor KUPD/A.36/I/15 tentang 
kedudukan dan susunan organisasi dan tunggal pokok DIPENDA dan pada 
saat itu berkedudukan dibawah Sekertariat Daerah. 
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah 
merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang Pendapatan Daerah 
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor  9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang pembentukan dan 
susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah 
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BPPD Provinsi Jawa Tengah 
memiliki 37 (tiga puluh tujuh) unit pelayanan tenknis di daerah yang disebut 
dengan Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) sesuai dengan Peraturan 
Gubernur Nomor 106 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
UPPD Unit Pembantu Tingkat Daerah dibentuk melalui Peraturan 
Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Jawa Tengah. Masing-
masing UPPD dipimpin oleh seorang Kepala UPPD yang berada dibawah dan 







Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), terdiri atas : 
a. Kepala Unit 
Unit Pelaksana beberapa Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang 
dipimpin seorang Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit. 
c. Seksi Pajak kendaraan Bermotor 
d. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan 
Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit 
e. Unit Pelaksana  
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pembantu (UPPD Pembantu) adalah 
sebuah unit pelaksana dibawah Unit Pelaksana Pendapatan Daerah yang 
dipimpin seorang Kepala Unit setingkat Kepala Seksi dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Pendapatan Daerah 
B. Visi dan Misi UPPD SAMSAT Kota Tegal 
1. Visi UPPD Samsat Kota Tegal 
Menjadi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang transparan dan 
akuntable didukung oleh pelayanan prima dalam mewujudkan optimalisasi 






2. Misi UPPD Samsat Kota Tegal 
a. Meningkatkan kualitas SDM 
b. Mengembangkan implementasi teknologi informasi 
c. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur. 
d. Meningkatkan budaya aparatur dalam pelayanan publik.  
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 
f. Mengintensifikasikan pemungutan pajak daerah 
g. Mengintensifikasikan dan mengekstensifikan pemungutan retribusi 
dan pendapatan lain-lain. 
C. Struktur Organisasi UPPD SAMSAT Kota Tegal 











Gambar 1. Struktur 
Struktur Organisasi UPPD SAMSAT Kota Tegal 
























D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Berikut penjelasan dari setiap bagian struktur organisasi yang telah 
digambarkan sebelumnya. 
1. Kepala UPPD 
2. Ka. Sub. Bag. TU 
a. Sub bagian pengelolaan ketatausahaan,  
b. Sub bagian koordinasi dan penyusunan,  
c. Sub bagian program dan  kegiatan,  
d. Sub bagian pengelolaan keuangan unit,  
e. Sub bagian pengelolaan pegawaian,  
f. Sub bagian pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah,  
g. Sub bagian kerjasama dan kehumasan,  
h. Sub bagian pengelolaan kearsipan dan dokumentasi, 
i. Sub bagian koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan, 
j.  Sub bagian merencanakan anggaran belanja kantor tahun berjalan dan 
mendatang baik secara manual maupun melalui aplikasi E-project 
planning, 
k.  Sub bagian mengontrol pengeluaran belanja kantor melalui aplikasi E-
controlling 
l. Sub bagian mengontrol kehadiran pegawai melalui aplikasi E-presensi, 







3. Kasi Retribusi Pendapatan Lain-lain dan Penagihan  
a. Sub bagian menyiapkan penyusunan rencana teknis oprasional di bidang 
RPP   
b. Sub bagian pengoordinasian pelaksana teknis oprasional di bidang RPP 
c. Sub bagian pelaksanaan pemungutan retribusi  
d. Sub bagian pelaksanaan pemungutan dan koordinasi pajak lain-lain 
meliputi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok 
e. Sub bagian pengoordinasian pelaksanaan pendapatan lain-lain, yaitu bagi 
hasil pajak daerah,  
f. Sub bagian pelaksanaan penagihan pajak RPP 
g. Sub bagian evaluasi dan pelaporan di bidang RPP. 
4. Kasi Pajak dan BBNKB 
a. Sub bagian menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang 
PKB  
b. Sub bagian melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis operasional 
dibidang PKB  
c. Sub bagian melaksanakan rencana program kegiatan PKB dan BBNKB 
meliputi pendataan pelaporan dan keberatan PKB dan BBNKB 
d. Sub bagian melaksanakan sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan 
kegiatan dibidang PKB dan BBNKB 
e. Sub bagian melaksanakan pelayanan konsultasi administrasi dan teknis 
bidang PKB dan BBNKB 






TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
A. Tinjauan Teori  
1.  Pengertian Pajak   
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang 
Ketentuan Umum Perpajakan. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib 
kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang 
sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan undang-undang dan tidak 
mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan 
Negara juga kemakmuran rakyatnya. 
 Adrini dalam buku Konsep Dasar Perpajakan Diana Sari 
(2013:34) : pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 
prestasi kembali yang lansgung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan. 
a. Fungsi Pajak 
Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan 
bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber 
pendapatan Negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang 
dibuthkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan sehingga pajak 





1) Fungsi Anggaran (fungsi budgeter) 
Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan 
cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara 
untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara 
lain. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber 
pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan 
pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara. 
2) Fungsi Mengatur (fungsi regulasi) 
Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur 
kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi 
mengatur tersebut antara lain : 
a) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. 
b) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan 
ekspor, seperti pajak ekspor barang. 
c) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap 
barang produksi dari dalam negeri, contohnya : Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) 
d) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang 





b. Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang 
digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh 
wajib pajak ke Negara. Dan di Indonesia, menggunakan 3 jenis sistem 
pemungutan pajak, yakni : 
1) Self Assessment System 
Self assessment system merupakn sistem pemungutan pajak yang 
membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh 
wajib pajak yang bersangkutan.  
2) Official Assessment System 
Official assessment system ini merupakan sistem pemungutan 
pajaknya yang membebankan wewenang untuk menentukan 
besarnya pajak terhutang pada fiskus atau aparat perpajakan 
sebagai pemungut pajak. 
3) Withholding System 
Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak 
ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak/fiskus. 
c. Jenis Pajak  
Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah ke 
masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan 





1) Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya  
Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu : 
a) Pajak Tidak Langsung (indirect tax) 
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan 
kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan 
tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut 
secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa 
atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban 
membayar pajak.  
b) Pajak Langsung (direct tax) 
Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala 
kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang 
dibuat kantor pajak. Dan di dalam surat ketetapan pajak ini 
terdapat jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. 
Pajak langsung ini harus ditanggung seseorang yang terkena 
wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain.  
2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungutan 
Jenis pajak ini digolongkan menjadi 2 jenis pajak yaitu : 
a) Pajak Daerah (lokal) 
Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah 
dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang 






b) Pajak Negara (pusat) 
Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat 
melalui instansi terkait, yakni DJP 
3) Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek pajak 
Jenis pajak ini dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu : 
a) Pajak Objektif 
Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan 
objeknya.  
b) Pajak Subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan 
subjeknya.  
2. Pengertian Pajak Daerah  
Menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada 
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.  
Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu 
daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan 
pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti 
pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru dan 





pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah 
satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan 
pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. 
a. Fungsi Pajak Daerah  
Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah 
mempunyai peran penting dalam melaksanakan fungsi 
Negara/Pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (regulatory), 
penerimaan (budgetory), redistribusi (redistributive), dan alokasi 
sumber daya (resource allocation) maupun kombinasi antara 
keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk 
alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada 
mayarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian, sesuai hal 
tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi 
utama, yaitu fungsi budgetary dan fungsi regulatory. Namun, 
perbedaan ini tidaklah dikotomis. 
1) Fungsi Penerimaan (budgetair) 
Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah mengisi kas 
daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang secara sederhana 
dapat diartikan sebagai alat Pemerintah daerah untuk menghimpun 
dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan 
pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip 





dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu 
penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. 
2) Fungsi Pengaturan (regulerend) 
Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau 
regulerend. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh 
pemerintah daerah sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan 
tertentu. Dalam hal ini pengenaan pajak daerah dapat dilakukan 
untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa 
tertentu. 
Pemungutan pajak daerah ditunjukan untuk meningkatkan 
pendapatan daerah. Terlebih lagi di era otonomi daerah, dimana 
kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dan 
pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber 
pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk 
secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang 
dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi 
pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan 
pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang 
dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan 
dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan 
pajak daerah yang rendah.  
Fungsi pengaturan dari pajak daerah belum banyak dimanfaatkan 





pendapatan dan fungsi pengaturan dalam perumusan kebijakan 
pajak daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang berbda antar 
golongan masyarakat. Kebijakan ini dapat embantu golongan 
masyarakat tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, 
namun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi 
pengembangan ekonomi. Langka yang belum banyak 
dipertimbangkan oleh daerah adalah pemberian insentif pajak 
daerah dalam rangka menarik investasi di daerahnya. 
b. Prinsip-Prinsip Pajak Daerah  
Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, 
sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. 
Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, 
dibawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang 
baik, antara lain : 
1) Prinsip keadilan (equity) 
Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan 
berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang 
dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak 
adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi diantara 
sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. 
Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak 
harus sesuai dengan batas keampuan masing-masing, sehingga 





yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan 
kemampuannya masing-masing. 
2) Prinsip Kepastian (certainty) 
Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi 
aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian dibidang pajak 
daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya. 
Kepastian mengenai subjek pajak, objek, tarif dan dasar 
pengenaannya, serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. 
Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-
ragu dalam menjalankan kewajiban mambayar pajak daerah, karena 
segala sesuatunya diatur secara jelas. 
3) Prinsip Kemudahan (convenience) 
Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang 
tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. 
Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib 
pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak 
mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat 
tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah 
seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada 
masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah 
itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam 






4) Prinsip Efisiensi (efficiency) 
Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi 
pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam 
melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah 
pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian 
bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan 
mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang 
sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. 
Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan 
daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, 
khususnya yang terjadi dibanyak Negara yang sedang berkembangan, 
adalah : 
1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti 
perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar 
dibandingkan ongkos pemungutannya. 
2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu 
besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya 
menurun secara tajam. 
3) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip 






c. Jenis-Jenis Pajak Daerah  








1. Pajak Kendaraan 
Bermotor: 











 c. Tarif PKB 
alat berat dan 
alat alat besar 
























1. Pajak Hotel 
2. Pajak Restoran 
3. Pajak Hiburan  







4. Pajak Reklame 
5. Pajak 
Penerangan Jalan 






























































alat berat dan 













6. Pajak Parkir 
7. Pajak Mineral 
Bukan Logam 
dan Batuan 
8. Pajak Air Tanah 
 
 


















alat berat dan 




3. Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan 
Bermotor  
10% 10. PBB Perdesaan 
Perkotaan  






kurang dari 1 
milyar 





lebih dari 1 
milyar 































4. Pajak Air 
Permukaan  
10% 11. Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah 
dan Bangunan 
5% 
5. Pajak Rokok 
(definitif) 
10%   
 
Pajak daerah memiliki beberapa perbedaan sesuai dengan jenis, 
objek dan subjeknya. Beberapa perbedaan ini menimbulkan pengaturan 










Table 2 Pengelompokan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis, Objek dan 
Subjek 
No  Jenis Pajak Daerah Objek Pajak Daerah Subjek Pajak Daerah 






Orang pribadi atau 
badan yang memiliki 
dan/atau menguasai 
Kedaraan Bermotor 






Orang pribadi atau 
badan yang dapat 
menerima penyerahan 
Kendaraan Bermotor 









bahan bakar yang 
digunakan untuk 




4 Pajak Rokok 
(official assessment) 
Konsumsi Rokok Konsumen Rokok 




Orang pribadi atau 









6 Pajak Hotel (self 
assessment) 
Pelayanan yang 










olahrag dan hiburan 
Orang pribadi atau 
badan yang melakukan 
pebayaran kepada 
Orang Pribadi atau 
Badan yang 
mengusahakan Hotel 





Orang Pribadi atau 
Badan yang embeli 
makana atau minuman 
dari Restoran 





Orang Pribadi atau 











Orang Pribadi atau 
Badan yang 
menggunakan Reklame 




listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri 
maupun yang 
diperoleh dari suber 
lain 
Orang Pribadi atau 
Badan yang dapat 
menggunakan tenaga 
listrik 
11 Pajak Parkir (self 
assessment) 
Penyelenggaraan 
tempat parkir diluar 
badan jalan, baik 
yang disediakan 
berkaitan dengan 
pokok usaha maupun 
yang disediakan 




Orang Pribadi atau 
Badan yang melakukan 
parkir kendaraan 
bermotor 
12 Pajak Mineral 




ukan logam dan 
Orang Pribadi atau 
Badan yang mengambil 





assessment)  batuan  dan batuan 
13 Pajak Air Tanah 
(self assesmet)  
Pengambilan 
dan/atau pemafaatan 
air tanah  
Orang Pribadi atau 
Badan yang melakukan 
pengmbilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah 





sarang burung walet 
Orang Pribadi atau 




















Orang Pribadi atau 
Badan yang secara 
nyata mempunyai suatu 
hak atau bui dan/atau 
memperoleh anfaat atas 
bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, 
dan atau emperoleh 





16 Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan 
Bangunan (official 
assessment) 
Perolehan ha katas 
tanah dan/atau 
bangunan 
Orang Pribadi atau 
Badan yang 
memperoleh hak aras 
tanah dan/atau 
bangunan 
            Sumber : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 
 
 
3. Pajak Kendaraan Bermotor 
Menurut Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pajak 
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan 
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi 
untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang 
dalam oprasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 
permanen serta kendaraan bermotor yang dioprasikan di air. Pajak 
Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya, yang dioperasikan 
di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air 
dengan ukuran isi kotor. 
4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor 
Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau 





bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang 
dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermtor yang 
dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) 
sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Ada juga yang di kecualikan 
sebagai objek pajak kendaraan yaitu : 
a. Kereta Api 
b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 
pertahanan dan keamanan negara. 
c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 
konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan 
lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan 
pajak dari pemerintah 
d. Objek pajak lain yang ditatapkan dalam peraturan daerah. 
5. Subjek Pajak  
Subjek pajak kendaraan bermotor adalah : 
a. Orang Pribadi 
b. Badan 
c. Instansi pemerintah  
Dan pengertian subjek pajak sendiri merupakan orang pribadi, badan atau 








6. Dasar Pengenaan Pajak 
Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 
unsur pokok: 
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 
dan/atau pencemaran lingkunga akibat penggunaan kendaraan 
bermotor. 
Khusus kendaraan dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau 
lebih, dengan perngertian sebagai berikut : 
a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau 
pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut 
dianggap masih dalam batas toleransi 
b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunan kendaraan 
bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. 
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan harga 
pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang 
akurat. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu 
pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga 
pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat 






a. Harga kendaraan bermotor dengan silinder dan/atau satuan tenaga yang 
sama 
b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umu atau pribadi  
c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang 
sama 
d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan berotor 
yang sama. 
e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor  
f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis 
g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor 
Barang (PIB) 
Bobot kendaraan dihitung berdasarkan faktor-faktor : 
a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan 
berat kendaraan bermotor. 
b. Jenis kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan 
menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar 
lainnya. 
c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan 
bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 
(empat) tak, dan isi silinder. 
Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan 





mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan. Perhitungan dasar 
pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Salah 
satu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dasar Pengenaan Pajak 
Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 
Tahun 2011 
7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
Besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut: 
a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan kendaraan 
bermotor pertama paling rendah 1% dan paling tinggi 2% dan untuk 
kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif  dapat 
ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 
sebesar 10% 
b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, angkutan umum, 
ambulans, pemada kebakaran, sosial keagamaan,  lembaga sosial dan 
keagamaan, pemerintah / TNI / POLRI, Pemerintah Daerah, dan 
kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah sebesar 10% dan paling 
tinggi sebesar 1%. 
c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 
ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.  
Perhitungan pajak kendaraan bermotor  
Pajak terutang   = tarif pajak x DPP 






8. Masa Pajak Kendaraan Bermotor 
a. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) 
bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan 
bermotor. 
b. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka. 
c. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang kena keadaan kahar (force 
majeure) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat 
dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa 
pajak yang belum dilalui. 
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur 
dengan peraturan gubernur. 
B. Praktek 
Salah satu permasalahan yang sering dialami setiap orang saat menjual 
kendaraan adalah tidak memblokir nama dan alamat yang tertera pada Surat 
Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dan ini akan merugikan, karena akan 
terkena pajak progresif (pembayaran pajak untuk kendaraan kedua atau lebih). 
Jika STNK-nya tidak diblokir, kendaraan motor atau mobil yang dijual masih 
terdaftar atas nama penjualnya.  
Pajak tersebut dikenakan bagi pemilik kendaraan berjumlah lebih dari 
satu yang terdaftar atas namanya, atau dengan alamat yang sama. Misal 
menjual kendaraan ke orang lain, namun tidak melakukan pemblokiran atau 
membalik nama kepemilikan kendaraan tersebut, maka pajak progresif akan 





Melakukan pemblokiran tidak hanya kendaraan yang telah dijual tetapi bisa 
juga karena kendaraan telah hilang atau rusak berat. 
1. Implementasi Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada 
Kendaraan yang Telah Dijual di UPPD SAMSAT Kota Tegal 
Berikut merupakan implementasi pemblokiran STNK yang telah dijual di 
UPPD SAMSAT Kota Tegal : 
a. Syarat yang harus dilengkapi saat melakukan pemblokiran STNK pada 
kendaraan yang telah dijual atau kendaraan yang hilang. 
Ada beberapa syarat untuk melakukan pemblokiran : 
1) Datang ke SAMSAT tempat kendaraan terdaftar’ 
2) Menuju ke bagian blokir  
3) Membawa Kartu Keluarga asli dan fotocopy Kartu Keluarga 
4) Mebawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy KTP dari 
pemilik kendaraan yang sesuai di STNK 
5) Data kendaraan yang akan diblokir (fotocopy STNK), jika tidak ada 
minial masih ingat jenis kendaraannya dan plat Nomor Kendaraan 
6) Mengisi formulir pemblokiran dengn materai Rp. 6000 
7) Membawa surat laporan kehilangan dan BAP (Berita Acara Perkara) 
(jika kendaraan hilang). 
8) Membawa surat kuasa, Kartu Keluarga dan KTP serta fotocopy dari 























Gambar 2. Tata Cara Pemblokiran STNK 
TATA CARA PEMBLOKIRAN STNK 
 
Keterangan : 
a. Pemohon membawa semua berkas sudah ditentukan oleh UPPD 
SAMSAT dan menuju loket untuk meminta formulir pemblokiran lalu 
mengisi formulir tersebut dan diberikan alasan melakukan 
pemblokiran dengan menempelkan materai Rp. 6000. 
MENGISI FORMULIR 
BLOKIR STNK DENGAN 
MENEMPELKAN 
MATERAI RP. 6000 
DATA DIINPUT KE 
KOMPUTER OLEH 
PEGAWAI SAMSAT  
MENYERAHKAN 
FORMULIR DAN 







b. Menyerahkan formulir kepada pegawai samsat untuk mencocokkan 
data. 
c. Data akan diinput oleh pegawai untuk melakukan pemblokiran yang 
diajukan oleh pemohon. 
d. Pemblokiran berhasil saat itu juga. Dan akan diserahkan kepada 
pemohon. 
Jika kendaraan karena hilang, maka pemohon meminta surat kehilangan 
dan BAP di kepolisian setempat. 
2. Cara Mengatasi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang Sudah di 
Blokir di UPPD SAMSAT Kota Tegal 
Cara mengatasi STNK yang sudah diblokir ada 2 (dua) cara yaitu : 
a. Balik Nama Kendaraan 
Syarat-syarat  mengurus proses balik nama kendaraan, yaitu : 
1) STNK asli dan fotocopy STNK asli 
2) KTP pemilik baru (pemilik kendaraan) asli dan fotocopy 
3) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BBKP) asli dan fotocopy 

















Gambar 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
TATA CARA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 
 
Keterangan : 
a. Masuk ke area SAMSAT langsung menuju cek fisik kendaraan   
b. Setelah selesai melakukan cek fisik kendaraan pemohon akan 
diberikan lembaran hasil cek fisik kendaraan untuk melakukan 
pengesahan. 
c. Setelah selesai pengesahan pemohon menuju ke loket pendaftaran 
balik nama kendaraan dan menyiapkan berkas yang harus di 
kumpulkan di loket pendaftaran. 
d. Menuju ke loket pembayaran (kasir 1 dan 2), tunggu sampai nama 
pemohon di panggil dan siapkan biaya balik nama kendaraan  
e. Setelah melakukan pembayaran pemohon menunggu lagi untuk 
mengambil STNK di loket penyerahan STNK.  
f. Lalu setelah STNK didapat atas nama pemohon (tanpa BPKB) 
pemohon menuju ke bagian pengambilan plat nomor kendaraan. 
RUANG 
PENGAMBILAN 






































Gambar 4. Mutasi Kendaraan 
TATA CARA MUTASI KENDARAAN 
Keterangan : 
1) Yang pertama mencabut berkas di SAMSAT awal, dan membawa 
syarat-syarat yang perlu dibawa dalam hal mencabu berkas langkah-
langkahnya yaitu : 
a) Membawa KTP pemilik lama dan KTP pemilik baru masing-
masing di fotokopi minimal 5 lembar. 
b) Nota pembelian kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru 






















nota biasa bermaterai dan ditandatangani. Ini untuk persyaratan 
administrasi dan difotocopi 5 lembar 
c) Membawa STNK, BPKB yang asli dan difotocopi sebanyak 3 
lembaran 
d) Ketika datang ke Samsat, langsung kendaraan dibawa ketempat 
cek fisik kendaraan untuk dicek. 
e) Setelah dicek fisik, akan diberi hasil dari gesekan nomor mesin 
dari petugas kemudian langsung ke bagian urusan mutasi. Sambil 
membawa berkas hasil dari cek fisik. Dan dari sinilah petugas 
akan menata ulang berkas yang dibutuhkan. 
f) Siapkan biaya penerbitan surat mutasi  
g) Jika Samsat yang mengurus ke Polres Kota Tegal, maka proses 
pengurusan surat akan memakan waktu sampai 1 bulan.  
h) Selama menunggu proses mutasi STNK, wajib pajak akan diberi 
surat keterangan yang dibawa jika terjadi razia polisi dijalan. 
i) Setelah 1 bulan, mengurus kembali ke SAMSAT disitu terakhir 
proses ialah mengurus pembuatan fiskal, berkas yang dipakai 
ialah berkas yang diberikan dari bagian mutasi kemudian akan 
diarahkan ke bagian pembuatan fiskal. 








2) Memasukkan berkas di SAMSAT tujuan 
Di SAMAT yang dituju ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
a) Ketika datang ke SAMSAT tujuan, langsung ke bagian cek fisik 
kendaraan dan ketika akan diperiksa katakana pada petugas 
proses mutasi masuk 
b) Hasil dari cek fisik kendaraan beserta berkas dari SAMSAT 
sebelumnya diserahkan ke petugas 
c) Setelah selesai cek fisik, berkas diambil kembali beserta cek 
fisiknya yang sudah ditandatangani oleh petugas  
d) Selanjutnya masuk ke dalam kantor SAMSAT dan pilih loket 
bagian mutasi masuk-keluar 
e) Serahkan berkas dan katakana pada petugas proses mutasi masuk 
f) Setelah menunggu sesaat, petugas akan memanggil kembali dan 
merinci biaya yang akan dikeluarkan 
g) Dan proses ini akan memakan waktu kurang lebih satu minggu. 
3. Contoh Nyata Pelaksanaan Pemblokiran STNK dan Cara Mengatasi 
STNK yang sudah di Blokir di UPPD SAMSAT Kota Tegal 
a. Pelaksanaan Pemblokiran STNK  
1) Saya yang merupakan pemilik kendaraan pertama menjual kendaraan 
bermobil kepada Ayu yang merupakan pemilik kendaraan kedua. 
Tiba-tiba saya mendapat tagihan  5 tahunan dari UPPD SAMSAT 
Kota Tegal dan penyebabnya ternyata Ayu (pemilik kendaraan 





saya (pemilik kendaraan pertama) tidak mengetahui keberadaannya 
yang sekarang. Akhirnya saya meminta melakukan pemblokiran 
STNK ke Samsat dan membuat surat pernyataan di SAMSAT yang 
bermaterai dan berisikan bahwa kendaraan bermobil sudah tidak 
berada ditangan saya.  
2) Bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak selama dua tahun 
berturut-turut, kendaraannya akan menjadi barang rongsok. Mengapa 
demikian? Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai 
memberlakukan penghapusan atau blokir data kendaraan yang 
pemiliknya tidak melakukan pengesahan ulang Surat Tanda Nomor 
Kendaraan (STNK) selama dua tahun berturut-turut sejak masa 
berlaku lima tahunan berakhir. Artinya mobil atau sepeda motor 
yang pemiliknya menunggak pajak selama dua tahun berturut-turut 
dari masa berlaku STNK lima tahunan, maka otomatis menjadi 
barang rongsok karena tidak ada opsi registrasi ulang atau 
pemutihan. Tindakan tersebut merupakan realisasi peraturan 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 dan Peraturan 
Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 110. 
3) Ibu Rini membuka rental kendaraan bermobil di Kota Tegal, lalu ada 
pelanggan dengan nama dodi yang mau merental kendaraan bermobil 
selama 2 hari. Saat jangka waktu rentalnya sudah habis  ternyata 
kendaraannya tidak pulang juga selama berhari-hari lalu ibu rini 





bermobil tersebut dan ternyata tidak ditemukan, lalu Polisi 
menyarankan untuk memblokir kendaraannya tersebut dan Ibu Rini 
melaksanakan apa yang disarankan oleh Polisi tersebut. Ibu Rini pun 
melakukan apa yang disarankan oleh Polisi tersebut, Ibu Rini 
langsung mendatangi kantor UPPD SAMSAT Kota Tegal untuk 
memblokir STNK kendaraan tersebut dengan pernyataan kendaraan 
telah hilang. 
4) Heri memiliki 2 kendaraan bermotor, lalu salah satu kendaraan 
bermotor Heri diserahkan pada Sari  secara cuma-cuma. Lalu heripun 
melakukan pemblokiran di SAMSAT terdekat dengan pernyataan 
kendaraan telah dipindah tangankan kepada Sari  
b. Cara Mengatasi STNK yang sudah diblokir 
1) Ibu Siti membeli kendaraan bekas atau second pada Tuan Agus, saat 
Ibu Siti hendak membayar pajak tahunan ternyata STNK kendaraan 
tersebut sudah diblokir oleh Tuan Agus. Pihak UPPD SAMSAT Kota 
Tegal pun menyarankan untuk melakukan balik nama pada kendaraan 
tersebut supaya bisa melakukan pajak tahunan pada kendaraan 
tersebut tanpa kendala. 
2) Hani sudah setahun kehilangan kendaraan bermotornya dengan posisi 
STNKnya sudah  ia blokir, ternyata dari pihak kepolisian mengabari 
Hani bahwa kendarannya telah di temukan. Lalu hani ke kantor UPPD 








A. Kesimpulan  
Dari pembahasan yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Pemblokiran STNK adalah pemblokiran yang terjadai karena kendaraan 
dijual, berpindah atau tangan, hilang. STNK yang diblokir ialah identitas 
yang tertera di dalam STNK. 
2. Pelaksanaan pemblokiran STNK di UPPD SAMSAT Kota Tegal 
disebabkan oleh 2 hal yaitu dijual atau berpindah tangan, hilang. Untuk 
persyaratan pemblokiran hampir sama yaitu,  pendaftaran blokir setelah 
melakukan pendaftaran pemohon akan diberikan formulir pemblokiran 
STNK oleh petugas, mengisi formulir blokir dengan materai Rp. 6000, jika 
sudah diisi berikan lagi kepada petugas disertai dengan persyaratan yang 
sudah lengkap, menunggu untuk dipanggil oleh petugas, jika sudah 
dipanggil oleh petugas selanjutnya pembayaran. Jika pemblokiran karena 
kendaraan hilang maka di persyaratan harus ada laporan surat kehilangan 
dan BAP dari kepolisian terdekat. 
3. Ada 2 cara mengatasi STNK yang sudah diblokir oleh tangan pertama 
yaitu : 
a. Balik nama kendaraan 
Balik nama kendaraan ini mempunyai beberapa tahap, yaitu menyipkan 





melakukan cek fisik kendaraan di UPPD SAMSAT asal STNK, jika 
sudah selesai pemohon mengisi formulir balik nama yang didapatkan 
pada loket pendaftaran, lalu serahkan formulir yang telah diisi beserta 
dengan dokumen yang sudah disiapkan. Selanjutnya pembayaran dan 
penyerah STNK yang baru.    
b. Mutasi kendaraan, cara ini dilakukan jika daerah pemilik kendaraan 
pertama dan pemilik kendaraan kedua berbeda maka akan dimutasi.  
B. Saran   
Berdasarkan pembahasan diatas dan melihat dari kesimpulan yang telah 
diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 
1. UPPD SAMSAT Kota Tegal menghimbau kepada masyarakat tentang tata 
cara pembokiran STNK ketika kendaraan dijual, berpindah tangan atau 
hilang. 
2. Terkadang masyarakat tidak tahu saat membeli kendaraan yang ternyata 
STNK kendaraan tersebut ternyata sudah diblokir oleh pemilik pertama, 
nah disini UPPD SAMSAT Kota Tegal harus melakukan pemerikasaan 
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A. Surat Blokir STNK Pada Kendaraan yang Dijual  
Dasar hukum pemblokiran STNK  ialah Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan  Sistem  Administrasi  
Manunggal  Satu  Atap  Kendaraan Bermotor dan Undang-undang  Nomor  22  
Tahun  2009  Pasal  74  dan  Peraturan  Kapolri  Nomor  5  Tahun  2012  Pasal  
110  Tentang  Aturan  Blokir  STNK.  
Contoh formulir pemblokiran STNK 
  





Contoh formulir pemblokiran STNK 
 























































B. Data Kendaraan Kena Blokir Bulan Januari dan Februari Tahun 2020 
UPPD SAMSAT Kota Tegal 
Bulan Januari Tahun 2020 
No Plat Nomor Jenis 
Kendaraan  
Tahun/CC Keterangan di 
Blokir 
1 G-1899-PE        FUTURA/ST15
0 SUZUKI              
2008/1493 Di Jual 
2 G-1921-YE        ST150 SUZUKI   2011/1493    Di Jual 
3 G-3265-CE        V100 E 
YAMAHA                        
1988/0010 Di Jual 
4 G-3815-KN       K1H02N14L0JA
/T HONDA           
2017/150     Di Jual 
5 G-6502-CN        NC11BF1D  
A/T HONDA                  
2013/00108   Di Jual 
6 G-7072-E         NC11BF1D  
A/T  HONDA                 
2003/01496   Di Jual 
7 G-7272-WE        GREAT 
COROLLA AE 
101 MT     
1993/01587   Di Jual 
8 G-7532-E    STARLETJ1.0/E
P70 TOYOTA      
1986/00999   Di Jual 
 9 G-7783-ME       FORSAJELENY
JSF 413/5JPINT 
SUZUKI  
1990/1298 Di Jual 
10 G-8049-ME CHARADEJCL
ASSY 1.3/G102 
1990/01295 Di Jual 










13 G-8478-NE HIJETJZEBRA 
1.3/S89 




1989/01486 Di Jual 
15 G-8506-EE CARRY/ST100 
SUZUKI 
1989/00970 Di Jual 
16 G-8513-QE F700RE-
GQMFJ/RUSH 
1.5 S AUT 
TOYOTA  





2005/01998 Di Jual 
18 G-8661-FE MARCH 1.2 
(4x2) M/T 
NISSAN 
2014/1198 Di Jual 
19 G-8703-FE BRIO SATYA 
DD1 1.2 E MT 
CKD HONDA 
2014/1198 Di Jual 
20 G-8739-NE F601RM-
GMMFJJ/AVA
NZA 1300 G 
TOYOTA 
2010/01298 Di Jual 
21 G-8765-EE AVI414F DX 
(4x2) M/T 
SUZUKI 
2013/01373 Di Jual 





















2013/00998 Di Jual 







Bulan Februari Tahun 2020 
No Plat Nomor Jenis 
Kendaraan 
Tahun/CC Keterangan di 
Blokir 
1 G-1022-E LASER 1.5 HB 
FORD 
1989/01500 Di Jual 
2 G-1803-YE COLT L300DP 
MITSUBISHI 
1995/2477 Di Jual 
3 G-2668-QE SCORPIO 5BP 
Z YAMAHA  
2009/00223 Di Jual 
4 G-3578-
MN 
GLP II HONDA 1997/160 Di Jual 
5 G-3593-FN 1PA YAMAHA  2015/150 Di Jual 
6 G-3645-HN D1A02N18M1 
A/T HONDA 
2016/2393 Di Jual 
7 G-4325-FN ATI1I21B01JA/
T HONDA  
2015/110 Di Jual 
8 G-4617-SE 2SV YAMAHA 2014/00125 Di Jual 
9 G-4627-KN KARYA 2 VR 
200 3R VIAR 
2017/200 Di Jual 
10 G-5063-GN 2TP YAMAHA 2015/150 Di Jual 
11 G-5096-BN 1PA YAMAHA  2013/00150 Di Jual 
12 G-6143-TE NF11B1DJM/T 
HONDA 





13 G-6289-PE MIO AT/AL115 
S 28JDJCW 
YAMAHA 
2011/00113 Di Jual 
14 G-6445-WE NF125 TD MT 
HONDA  
2011/00125 Di Jual 
15 G-6493-GE MIO AT/AL115 
S 28JDJCW 
YAMAHA  
2010/00113 Di Jual 
16 G-6764-JN E1F02N12M2 
A/T HONDA 
2015/125 Di Jual 
17 G-7817-ME C240JAT 
MERCEDES 
BENZ  




2013/01495 Di Jual 
19 G-8446-JE BRIO SATYA 
1.2 E CVT CKD 
HONDA 










21 G-8490-ME CARRY/ST100 
SUZUKI 
1992/00970 Di Jual 
22 G-8527-JE HONDAJMOBI
LIO DD4 1.5 S 
MT HONDA 
2018/1496 Di Jual 
23 G-8530-PE F700RG-TX 
MT/TERIOS 
DAIHATSU 
2011/1495 Di Jual 
24 G-8557-ME PHANTER 
B/TBR52JPRLC 
ISUZU 
1995/02238 Di Jual 




2007/01998 Di Jual 
Sumber : UPPD SAMSAT Kota Tegal 
 
 
 
